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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perbedaan Harga Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen” 

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menghadapi perbedaan harga 

antara kasir dan terminal point-of-sale. Jika konsumen merasa dirugikan, 

mereka dapat memilih untuk mengajukan pengaduan atau melaporkan 

masalah tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau 

dinas perdagangan provinsi Nusa Tenggara Barat. Entitas yang disebutkan 

di atas menawarkan jalan litigasi dan non-litigasi untuk penyelesaian 

sengketa tersebut. Upaya perlindungan hukum yang ditawarkan oleh 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terhadap ketidak sesuaian harga antara label harga dengan pembayaran 

yang dilakukan dikasir merupakan bentuk perlindungan hukum yang 

bersifat preventif dan represif. Aspek preventif perlindungan hukum ini 

dapat ditemukan dalam Pasal 4 huruf (b), Pasal 7 huruf (b), dan Pasal 10 

huruf (a) UU No 8 Tahun 1999. Pasal 19 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (2), dan 

Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 memuat ketentuan mengenai perlindungan 

hukum represif, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. 
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2. Bentuk Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

melakukan 3 bentuk pengawasan secara berkala setiap bulan sekali, 

pengawasan khusus dimana dilakukan jika terdapat pengaduan dari 

masyarakat, dan pengawasan secara setruktural seperti sosialisasi dimana 

pengawasan ini melibatkan, Dinas Kesehatan, Satpol Pp, Dinas Pertanian, 

Bpsk Dan Bpom. kemudian dinas perdagangan melakukan sosialisasi yang 

melibatkan pelaku usaha, masyarakat dan beberapa mahasiswa, dengan 

tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar Sadar, Paham, Mampu, Kritis, 

Berdaya Saing, dalam bertransaksi pada pasar moderen dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sesuai 

dengan peraturan perundang-undanag nomer 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen  

B. Saran  

Dari penelitian yang dilakukan, maka saran yang bisa di berikan oleh 

penulis guna mewujutkan perlindungan konsumen agar sesui dengan 

ketentuan dan keinginan  yang ada sebagai berikut. 

1. Dinas perdagangan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bidang 

perlindungan konsumen lebih aktif   dalam melakukan pengawasan 

kepada para pelaku usaha utamanya dalam hal pencantuman harga pada 

label harga serta melakukan sosialisasi secara merata di seluruh Nusa 

Tenggara Barat sehingga masyarakat dapat teredukasi akan hukum 

perlindungan konsumen. Diharapkan ususnya setiap perdagangan 

kebupaten Lombok timur mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa 
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Konsumen(BPSK), sehingga konsumen akan lebih muda dalam 

menyelesaikan sengketa transaksi  mengupayakan bentuk mengenai 

wewenang serta bentuk-bentuk perlindungan  sesuai dengan Undang-

Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta 

membuka atau menyediakan kantor  Badan  Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten Nusa Tenggara Barat (NTB), 

sehingga memudahkan, masyarakat dalam menyelesaikan sengketa jual 

Beli pada daerah masing-masing. 

2. Pengawasan dilakukan secara merata di wilayah Nusa Tenggara Barat 

(NTB) agar pelaku usaha mempunyai epek jera terhadap pelanggaran 

dalam pencantuman harga, serta pelaku usaha berhati-hati dalam 

mencantumkan harga barang.  
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